
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak 

tersedia dalam bentuk terkomplikasi ataupun dalam bentuk file-file dan data ini 

harus dicari melalui narasumber yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian 

ataupun orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi 

ataupun data (Sugiono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung 

kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tanjung Karang. Peneliti menggunakan sampel Wajib Pajak sebanyak 94. Wajib 

Pajak yang berpartisipasi dalam penelitian ini meliputi berbagai macam profesi 

pekerjaan diantaranya pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, pengacara, 

wiraswasta dan lain sebagainya. Adapun gambaran karakteristik data kuesioner 

dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini: 

 

Tabel 4.1 

Karakteristik Data Kuesioner 

Nomor Keterangan Wajib Pajak Presentase 

1. Jumlah kuesioner yang disebar 100 100% 

2. Jumlah kuesioner yang kembali 94 94% 

3. Jumlah kuesioner yang tidak kembali 6 6% 

4. Jumlah kuesioner yang dapat diolah 94 94% 

Sumber: Data Primer diolah 2018 
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Fokus responden didalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak di lingkungan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

menjadi responden. Sehingga dapat diketahui responden yang ada sebanyak 94 

orang. Berdasarkan tabeL 4.1 diatas dapat diketahui total kuesioner yang 

disebarkan berjumlah 100 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali adalah 

sebanyak 94 kuesioner atau 94%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 6 

kuesioner atau 6%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 94 kuesioner atau 

94%.  

4.1.1.1 Karakteristik Profil Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi di 

lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Karang. Berikut ini adalah deskripsi 

mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, jenjang 

pendidikan, dan pekerjaan responden. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

pria 45 47,9 47,9 47,9 

wanita 49 52,1 52,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Sumber: Data Primer diolah 2018 

Pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sekitar 45 orang atau 47,9% responden 

berjenis kelamin laki-laki, dan sebesar 49 orang atau 52,1% responden berjenis 

kelamin wanita. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

SMA 17 18,1 18,1 18,1 

D3 30 31,9 31,9 50,0 

S1 39 41,5 41,5 91,5 

S2 8 8,5 8,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Sumber: Data Primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) dengan jumlah 39 responden atau 41,5%. 

Sebesar 31,9% atau sebanyak 30 orang berpendidikan terakhir Diploma III (D3), 

sebesar 8,5% atau sebanyak 8 orang berpendidikan terakhir Strata Dua (S2) dan 

sebesar 18,1% atau sebanyak 17 orang berpendidikan terakhir SMA. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Pegawai Negeri 24 25,5 25,5 25,5 

Pegawai swasta 42 44,7 44,7 70,2 

Profesi 13 13,8 13,8 84,0 

Wiraswasta 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dengan 

jumlah 42 responden atau 44,7% bekerja sebagai pegawai swasta. Responden 

yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sebesar 24 orang atau 25,5%. 

Responden yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebesar 15 orang atau 

16%, sedangkan sisanya sebesar 13 orang atau 13.8% responden memiliki 

pekerjaan sebagai profesi dokter, pengacara, dll. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan, konsultasi, dan 

pengawasan yang dilaksanakan oleh Account Reresentative serta pemeriksaan 

pajak dan pemberian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 94 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Deskripsi Variabel Penelitian 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kepatuhan_W

P 
94 100,0% 0 0,0% 94 100,0% 

 

Hasil tersebut menjelaskan data yang terbaca, data yang hilang, dan jumlah 

data. Pada hasil tersebut menjelaskan terdapat 94 data resonden untuk 

melakukan uji terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan tidak ada yang hilang. 

Artinya data ini sudah valid. 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

Setelah dilakukan pengolahan data dan dilakukan uji statistik menggunakan 

SPSS 20, maka hasil penelitian yang diperoleh dari data variablel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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4.2.1 Statistik Deskriptif 

Dalam kuesioner penelitian ini terdapat bagian pernyataan-pernyataan dalam 

bentuk skala interval untuk masing-masing variabel, baik itu variabel dependen 

maupun independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan 

tersebut berhubungan dengan pelayanan, konsultasi, pengawasan, pemeriksaan, 

pemberian sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak. Dimana dalam 

kuesioner tersebut terdapat 40 pernyataan yang terbagi yakni 8 pernyataan yang 

digunakan untuk mewakili variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak, 9 

pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu variabel 

pelayanan, 8 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu 

variabel konsultasi, 6 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen 

yaitu variabel pengawasan, 6 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel 

independen yaitu variabel pemeriksaan dan 3 pernyataan digunakan untuk 

mewakili variabel independen yaitu variabel sanksi perpajakan. Pernyataan 

tersebut kiranya dapat mewakili setiap variabel baik variabel dependen maupun 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Dalam kuesioner ini responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap 

pandangan mereka mengenai pelayanan, konsultasi, pengawasan, pemeriksaan, 

pemberian sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan 

skala interval dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1 menunjukkan tidak baik, 

2= kurang baik, 3= cukup baik, 4= baik dan 5=sangat baik. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Descriptive Statistics Variabel Independen 

Descriptive Statistics 

 

 

N Range Minimu

m 

Maxim

um 

Sum Mean 

Statisti

c 

Statisti

c 

Statistic Statistic Statisti

c 

Statisti

c 

Std. 

Error 

Pelayanan 94 19 23 42 3110 33,09 ,455 

Konsultasi 

94 26 13 39 2728 29,02 ,472 

Pengawasan 94 15 15 30 2178 23,17 ,326 

Pemeriksaan 94 13 17 30 2152 22,89 ,290 

Sanksi 94 7 8 15 1078 11,47 ,170 

Valid N 

(listwise) 

94       

 

Descriptive Statistics 

 Std. 

Deviation 

Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Std. 

Error 

Pelayanan 4,411 19,455 ,139 ,249 -,616 ,493 

Konsultasi 4,572 20,903 -,564 ,249 ,916 ,493 

Pengawasan 3,161 9,992 -,258 ,249 -,528 ,493 

Pemeriksaan 2,807 7,881 -,145 ,249 -,545 ,493 

Sanksi 1,651 2,725 ,167 ,249 -,448 ,493 

Valid N 

(listwise) 

      

Sumber : Data Primer diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 4.6 statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

pengamatan (N) dari penelitian ini adalah sebanyak 94 data. Maka dapat penulis 

jelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel independen pelayanan memperoleh nilai rata-rata (mean) adalah 

sebesar 33,09 dengan nilai tertinggi 42 didapat dari pertanyaan yang 

menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 23 

didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1= tidak baik dan 2= 

kurang baik serta standar deviasinya 4,411. nilai kemencengan 0,139, dan 

nilai keruncingan sebesar -0,616. Hal ini berarti variabel independent 

pelayanan memiliki hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan 

penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata. 

2. Variabel independen konsultasi memperoleh nilai rata-rata (mean) adalah 

sebesar 29,02 dengan nilai tertinggi 39 didapat dari pertanyaan yang 

menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 13 

didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1= tidak baik dan 2= 

kurang baik serta standar deviasinya 4,572, nilai kemencengan -0,564, dan 

nilai keruncingan sebesar 0,916. Hal ini berarti variabel independen 

konsultasi memiliki hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan 

penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata. 

3. Variabel independen pengawasan memperoleh nilai rata-rata (mean) 

adalah sebesar 23,17 dengan nilai tertinggi 30 didapat dari pertanyaan 

yang menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 15 

didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1= tidak baik dan 2= 

kurang baik serta standar deviasinya 3,161, nilai kemencengan -0,258, dan 

nilai keruncingan sebesar -0,528. Hal ini berarti variabel independent 

pengawasan memiliki hasil yang baik karena standar deviasi 

mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata. 

4. Variabel independen pemeriksaan memperoleh nilai rata-rata (mean) 

adalah sebesar 22,89 dengan nilai tertinggi 30 didapat dari pertanyaan 

yang menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 17 

didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1= tidak baik dan 2= 

kurang baik serta standar deviasinya 2,807, nilai kemencengan -0,145, dan 
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nilai keruncingan sebesar -0,545. Hal ini berarti variabel independent 

pemeriksaan memiliki hasil yang baik karena standar deviasi 

mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata. 

5. Variabel independen sanksi perpajakan memperoleh nilai rata-rata (mean) 

adalah sebesar 11,47 dengan nilai tertinggi 15 didapat dari pertanyaan 

yang menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 8 

didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1= tidak baik dan 2= 

kurang baik serta standar deviasinya 1,651, nilai kemencengan 0,167, dan 

nilai keruncingan sebesar -0,448. Hal ini berarti variabel independent 

pemeriksaan memiliki hasil yang baik karena standar deviasi 

mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata. 

Tabel 4.7 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Kepatuhan_WP 94 19 21 40 2926 31,13 ,417 

Valid N (listwise) 94       

 

Descriptive Statistics 

 Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Kepatuhan_WP 4,046 16,371 -,390 ,249 -,499 ,493 

Valid N (listwise)       

  

Sumber: Data Primer diolah 2018 

Berdasarkan hasil di atas, bahwa rata rata variabel dependen kepatuhan Wajib 

Pajak sebesar 31,13, dengan nilai tertinggi 40 didapat dari pertanyaan yang 

menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 21 didapat dari 

pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1= tidak baik dan 2= kurang baik serta 

standar deviasinya 4,046, nilai kemencengan data sebesar -0,390, dan nilai 

keruncingan dari variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,499. Hal ini berarti 

variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak memiliki hasil yang baik karena standar 

deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata. 
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4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data 

4.2.2.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian validitas dalam penelitian ini 

menggunakan pearson correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi 

antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila pearson 

correlation yang didapat memiliki nilai signifikansi di atas nilai r table 

berarti data yang diperoleh adalah valid, dan jika korelasi skor masing-

masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi 

di bawah nilai r table maka data yang diperoleh adalah tidak valid (Ghozali, 

2011). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

       Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Pernyataan R hitung R table Keterangan Valid 

P1 0,854 0,170 Valid 

P2 0,850 0,170 Valid 

P3 0,858 0,170 Valid 

P4 0,858 0,170 Valid 

P5 0,853 0,170 Valid 

P6 0,850 0,170 Valid 

P7 0,848 0,170 Valid 

P8 0,856 0,170 Valid 

P9 0,850 0,170 Valid 

K1 0,841 0,170 Valid 

K2 0,840 0,170 Valid 

K3 0,843 0,170 Valid 

K4 0,840 0,170 Valid 

K5 0,846 0,170 Valid 
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K6 0,842 0,170 Valid 

K7 0,842 0,170 Valid 

K8 0,846 0,170 Valid 

W1 0,844 0,170 Valid 

W2 0,844 0,170 Valid 

W3 0,848 0,170 Valid 

W4 0,843 0,170 Valid 

W5 0,846 0,170 Valid 

W6 0,841 0,170 Valid 

R1 0,842 0,170 Valid 

R2 0,845 0,170 Valid 

R3 0,844 0,170 Valid 

R4 0,842 0,170 Valid 

R5 0,845 0,170 Valid 

R6 0,843 0,170 Valid 

S1 0,841 0,170 Valid 

S2 0,840 0,170 Valid 

S3 0,842 0,170 Valid 

KW1 0,840 0,170 Valid 

KW2 0,843 0,170 Valid 

KW3 0,847 0,170 Valid 

KW4 0,846 0,170 Valid 

KW5 0,846 0,170 Valid 

KW6 0,841 0,170 Valid 

KW7 0,842 0,170 Valid 

KW8 0,840 0,170 Valid 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa setiap butir pertanyaan 

yang telah peneliti lakukan dinyatakan valid, hal tersebut dikarenakan oleh nilai 

rhitung yang telah diperoleh dari hasil pengujian menggunakan program SPSS 
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20.0 lebih besar dari nilai rtabel yang diperoleh dari melihat tabel yang ada di 

dalam buku karangan Imam Ghozali (2011). 

4.2.3 Hasil Uji Reabilitas 

Uji Reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan melihat cronbach’s alpha. 

Instrumen yang reliabel berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Variabel dapat dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji 

Reliabilitas instrumen dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 

Berikut ini disajikan dalam tabel 4.9 hasil uji reliabilitas sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reabilias 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan Reliabel 

X1 (Pelayanan) 0,838 Reliabel 

X2 (Konsultasi) 0,839 Reliabel 

X3 (Pengawasan) 0,824 Reliabel 

X4 (Pemeriksaan) 0,778 Reliabel 

X5 (Sanksi) 0,758 Reliabel 

Y (Kepatuhan WP) 0,816 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah 2018 

Berdasarkan pada tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa: 

1. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel pelayanan diperoleh nilai 

cronbanch’s alpha sebesar 0,838. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 (> 0,70). 

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan 

variabel pelayanan dikatakan reliabel. 

2. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel konsultasi diperoleh nilai 

cronbanch’s alpha sebesar 0,839. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 (> 0,70). 

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan 

variabel konsultasi dikatakan reliabel. 
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3. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel pengawasan diperoleh nilai 

cronbanch’s alpha sebesar 0,824. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 (> 0,70). 

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan 

variabel pengawasan dikatakan reliabel. 

4. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel pemeriksaan diperoleh nilai 

cronbanch’s alpha sebesar 0,778. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 (> 0,70). 

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan 

variabel pemeriksaan dikatakan reliabel. 

5. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai 

cronbanch’s alpha sebesar 0,758. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 (> 0,70). 

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan 

variabel sanksi perpajakan dikatakan reliabel. 

6. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel kepatuhan Wajib Pajak diperoleh 

nilai cronbanch’s alpha sebesar 0,816. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 (> 

0,70). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap 

pernyataan variabel pelayanan dikatakan reliabel. 

 

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distbusi normal (Ghozali, 

2011). Adapun uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan taraf signifikan 0,05 atau 

5%. Jika signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi datanya 

dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka 

data tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

tabel 4.10 dibawah ini:  
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed_Residual 

N 94 

Norma Parameters
a,b

 

Mean 152,37 

Std. 

Deviation 
14,332 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,068 

Positive ,042 

Negative -,068 

Kolmogorov-Smirnov Z ,655 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,784 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Primer diolah 2018 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa data penelitian memiliki penyebaran dan 

distribusi yang normal karena signifikan yang dihasilkan sebesar 0,784 > 0,05 

maka distribusi datanya dikatakan normal, maka dapat dikatakan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal 

4.2.4.2 Hasil Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu 

cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya varian inflation 

factor (VIF).  VIF = 1 / Tolerence. Nilai tolerance yang rendah sama 
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dengan nilai VIF yang tinggi. Jika nilai VIF ≤ 10 dan nilai Tolerence ≥ 0,10 

menunjukkan tidak terdapat muktikolinieritas dalam penelitian tersebut 

(Ghozali,2011). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.10 

dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolineritas 

Coefficients
a
 

Model 95,0% Confidence Interval 

for B 

Collinearity 

Statistics 

Lower Bound Upper 

Bound 

Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 6,478 23,262   

Pelayanan -,330 -,051 ,931 1,074 

Konsultasi ,004 ,329 ,638 1,566 

Pengawasan -,402 ,111 ,537 1,862 

Pemeriksaan ,107 ,661 ,581 1,720 

Sanksi_Perpajak

an 
,601 1,545 ,581 1,720 

Sumber: Data Primer diolah 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai 

Tolerance tidak kurang dari 0.10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak 

lebih dari 10. Analisis ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala 

multikolinearitas terhadap variabel penelitian. Sehingga layak untuk digunakan 

dalam pengujian selanjutnya. 
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4.2.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2013) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance 

dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

heteroskedastisitas. Dan jika varians berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan risidualnya (SRESID). Hasil uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentuk pola tertentu serta tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada 

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi 

layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

berdasarkan masukan atas variabel pelayanan, konsultasi, pengawasan, 

pemeriksaan, dan pemberian sanksi perpajakan. 

 

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis 

regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14,870 4,223  3,521 ,001 

Pelayanan -,191 ,070 -,208 -2,719 ,008 

Konsultasi ,167 ,082 ,189 2,042 ,044 

Pengawasan -,145 ,129 -,114 -1,128 ,263 

Pemeriksaan ,384 ,140 ,266 2,751 ,007 

Sanksi_Perpajakan 1,073 ,237 ,438 4,522 ,000 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Y = 14,870 – 0,191 X1 + 0,167 X2 - 0,145 X3 + 0,84 X4 + 1,073 X5 + e 

Keterangan: 

Y : Kepatuhan Wajib Pajak 

X1 : Pelayanan 

X2 : Konsultasi 

X3 : Pengawasan 

X4 : Pemeriksaan 
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X5 : Sanksi Perpajakan 

e : Koefisien error 

 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 4,223, diartikannya bahwa jika variabel Pelayanan (X1), 

Konsultasi (X2), Pengawasan (X3), Pemeriksaan (X4) dan Sanksi Perpajakan 

(X5) bernilai nol, maka besarnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 

14,870. 

2. Koefisien variabel pelayanan (X1) sebesar -0,191 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan satu satuan variabel pelayanan menyebabkan kepatuhan wajib pajak 

menurun sebesar 0,191 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan 

nol. 

3. Koefisien variabel konsultasi (X2) sebesar -0,145 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan satu satuan variabel konsultasi menyebabkan kepatuhan wajib pajak 

menurun sebesar 0,145 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan 

nol. 

4. Koefisien variabel pengawasan (X3) sebesar -0,116 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan satu satuan variabel konsultasi menyebabkan kepatuhan wajib 

pajak menurun sebesar -0,116 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama 

dengan nol. 

5. Koefisien variabel pemeriksaan (X4) sebesar 0,84 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan satu satuan variabel konsultasi menyebabkan kepatuhan wajib pajak 

meningkat sebesar 0,84 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan 

nol. 

6. Koefisien variabel sanksi perpajakan (X5) sebesar 1,073 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan satu satuan variabel konsultasi menyebabkan kepatuhan wajib 

pajak meningkat sebesar 1,073 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama 

dengan nol. 
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4.3.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan 

variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika 

Adjusted R Square adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen 

seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor 

lain yang menyebabkan fluktuasi dependen. Nilai Adjusted R Square 

berkisar hampir 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai Adjusted R 

Square semakin mendekati angka 0 berati semakin lemah kemampuan 

variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Hasil 

uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,721
a
 ,520 ,493 2,880 2,014 

 

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pelayanan, Pemeriksaan, 

Konsultasi, Pengawasan 

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WPOP 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

 

Tabel 4.13 menunjukkan nilai R sebesar 0.721 atau 71.2%. Hal ini berarti bahwa 

hubungan atau korelasi antara pelayanan, konsultasi, pengawasan, pemeriksaan, 

dan pemberian sanksi perpajakan cukup kuat. Nilai Adjusted R Square sebesar 

0.493 atau 49,3%, ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak yang 

dapat dijelaskan oleh variabel pelayanan, konsultasi, pengawasan, pemeriksaan, 

dan pemberian sanksi perpajakan adalah sebesar 49,3%, sedangkan sisanya 

sebesar 0.507 atau 50,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan 
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dalam model penelitian ini. adapun faktor lain diluar dari variabel yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan 

pajak, penggunaan aplikasi e filing, dan lain sebagainya. 

4.3.2 Hasil Uji F 

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak 

atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan statistik F yang terdapat 

pada tabel Anova. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig < 

0,05) maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak. 

Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig > 0,05) maka model 

penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 792,414 5 158,483 19,103 ,000b 

Residual 730,054 88 8,296   

Total 1522,468 93    

 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WPOP 

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pelayanan, Pemeriksaan, Konsultasi, Pengawasan 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Dari tabel 4.14 ANOVA diperoleh F hitung 19,103 dengan probabilitas 0,000. 

Nilai F tabel yaitu 2,31. Jadi Fhitung > Ftabel (19,103>2,31) atau sig < 5% 

(0,000<0,05), maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

4.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen dengan tingkat signifikan 5% (Ghozali,2011). Bila nilai signifikan t < 

0,05 maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu 

variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan t > 0,05 

maka Ho diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu 
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variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi 

dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini: 

                                              Tabel 4.15 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14,870 4,223  3,521 ,001 

Pelayanan -,191 ,070 -,208 -2,719 ,008 

Konsultasi ,167 ,082 ,189 2,042 ,044 

Pengawasan -,145 ,129 -,114 -1,128 ,263 

Pemeriksaan ,384 ,140 ,266 2,751 ,007 

Sanksi_Perpaja

kan 
1,073 ,237 ,438 4,522 ,000 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis t pada tabel 4.15 diketahui bahwa: 

1. Nilai signifikan variabel pelayanan sebesar 0,008 yang berarti bahwa nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Nilai signifikan variabel konsultasi sebesar 0,044 yang berarti bahwa nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa konsultasi 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Nilai signifikan variabel pengawasan sebesar 0,263 yang berarti bahwa 

nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
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4. Nilai signifikan variabel pemeriksaan sebesar 0,007 yang berarti bahwa 

nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

5. Nilai signifikan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,000 yang berarti 

bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemberian sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

4.4 Pembahasan 

Persamaan regresi linier berganda yang telah dikemukakan sebelumnya 

menunjukkan besar nya pengaruh variabel independen pada variabel dependen. 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah di lakukan, maka berikut ini akan 

disajikan pembahasan pada penelitian ini: 

Hipotesis 1: Pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.15, variabel pelayanan mempunyai 

tingkat signifikansi sebesar 0.008. Hal ini berarti menerima Ha sehingga dapat 

dikatakan bahwa pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pelayanan lebih 

kecil dari 0.05. 

Hipotesis 2: Pengaruh konsultasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.15, variabel konsultasi mempunyai 

tingkat signifikansi sebesar 0.044. Hal ini berarti menerima Ha sehingga dapat 

dikatakan bahwa konsultasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pelayanan lebih 

kecil dari 0.05. 

Hipotesis 3: Pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.15, variabel pengawasan 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.263. Hal ini berarti menolak Ha 

sehingga dapat dikatakan bahwa konsultasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel 

pelayanan lebih besar dari 0.05. 
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Hipotesis 4: Pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.15, variabel pemeriksaan 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.007. Hal ini berarti menerima Ha 

sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel 

pelayanan lebih kecil dari 0.05. 

Hipotesis 5: Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat pada tabel 4.15, variabel sanksi perpajakan 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.000. Hal ini berarti menerima Ha 

sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel 

pelayanan lebih kecil dari 0.05. 

Hipotesis 6: Pengaruh pelayanan, konsultasi, pengawasan, pemeriksaan, dan 

pemberian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.14 nilai F diperoleh sebesar 19,103 

dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 

maka Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan, konsultasi, 

pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi perpajakan berpengaruh secara 

simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative 

Pada Kantor Pelayanan Pajak, fungsi pelayanan merupakan tugas pokok seorang 

Account Representative. Pelayanan yang diberikan oleh Account Representative 

harus prima dan pelayanan tersebut harus sesuai dengan harapan Wajib Pajak. 

Pelayanan menjadi kunci bagi aparat pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak 

dan kepuasan wajib pajak terhadap kinerja Account Representative. Pelayanan 



75 
 

yang baik tentunya akan memberikan hasil yang baik pula, dengan pelayanan 

yang baik wajib pajak merasa puas dan dapat memberikan kepatuhan terhadap 

kewajiban pajaknya (Boediono, 2003). Kualitas pelayanan memiliki hubungan 

yang erat dengan kepatuhan wajib pajak, kualitas memberikan suatu dorongan 

kepada wajib pajak untuk menjalin suatu hubungan yang dinamis dengan Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Dalam jangka waktu yang panjang hubungan atau ikatan 

ini memungkinkan KPP untuk memahami dengan seksama harapan Wajib Pajak 

serta kebutuhan mereka. Dengan demikian KPP dapat meningkatkan kepuasaan 

Wajib Pajak dimana KPP memaksimalkan pengalaman yang menyenangkan dan 

meminimalkan pengalaman Wajib Pajak yang kurang menyenangkan. Pada 

akhirnya kepuasan Wajib Pajak dapat menciptakan kesetiaan dan loyalitas wajib 

pajak kepada KPP. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Sandi, 2010). 

4.4.2 Pengaruh konsultasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa konsultasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tugas jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh 

Account Representative berdasarkan PMK nomor 79/PMK.01/2015. Konsultasi 

itu sendiri merupakan proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang/organisasi tertentu (Marsudi, 

2003). Seorang Account Representative memberikan konsultasi kepada Wajib 

Pajak guna membantu Wajib Pajak dalam menghadapi persoalan pajaknya. 

Account representative juga memberikan konsultasi mengenai ketentuan pajak 

yang berlaku guna memudahkan Wajib Pajak dalam memahami kewajiban 

pajaknya, memberikan sosialisasi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban 

perpajakan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak, memberikan sosialisai 

mengenai undang-undang pajak yang baru, serta memberikan informasi atau 

konsultasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak secara baik, jujur dan transparan (Iip 

Latifah, 2008). Dengan serangkaian jasa konsultasi yang dilakukan Account 

Representative tersebut, maka Wajib Pajak akan dengan mudah mengetahui 

berbagai peraturan perpajakan dengan baik sehingga Wajib Pajak akan dengan 

mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Retno Sukmawati (2015). 
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4.4.3 Pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Account Representative tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang. 

Account Representative memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak terhadap 

kewajiban pajaknya, pengawasan yang diberikan belum dapat meningkatkan 

kepatuhan seorang Wajib Pajak tersebut untuk membayarkan kewajibannya yaitu 

membayar pajak. Hal itu disebabkan karena Wajib Pajak yang kurang memahami 

objek-objek pajak serta tidak tepat dalam penerapan tarif pajak. Sehingga harus 

dilakukan penyuluhan secara rutin untuk menjamin Wajib Pajak dalam 

pemahaman objek pajak dan ketepatan penerapan tarif pajak yang menjadi 

indikator untuk mengukur Tingkat Kepatuhan Pajak serta meningkatkan 

kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak dan 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Hasil penelitan ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian (Sandi, 2010) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sejalan dengan hasil 

penelitian (Rizkilina & Pratomo, 2015) yang menyatakan bahwa pengawasan 

yang dilaksanakan oleh Account Representative tidak berpengaruh terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 

4.4.4 Pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemeriksaan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan PMK nomor 184/PMK.03/2015 

seorang fiscus melakukan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi semakin naik tingkat 

pemeriksaan pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami 

peningkatan. Hal ini dikarenakan pemeriksaan pajak telah dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dengan dilaksanakannya 

pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal 
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Pajak juga mampu menaikkan angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 

Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rizkilina & 

Pratomo, 2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh signifikan 

terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 

4.4.5 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemberian sanksi perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemberian sanksi perpajakan 

dikenakan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan diberikan kepada 

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua 

macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi 

administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat 

berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 

tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 

kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. Diharapkan dengan pemberian sanksi perpajakan dengan 

tegas, adil dan merata tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Arifin, 2015) yang menyatakan 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

4.4.6 Pengaruh pelayanan, konsultasi, pengawasan, pemeriksaan, dan 

pemberian sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Pelayanan yang diberikan oleh Account Representative harus prima dan pelayanan 

tersebut harus sesuai dengan harapan Wajib Pajak. Pelayanan menjadi kunci bagi 

aparat pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepuasan Wajib Pajak 

terhadap kinerja Account Representative. Pelayanan yang baik tentunya akan 

memberikan hasil yang baik pula, dengan pelayanan yang baik Wajib Pajak 

merasa puas dan dapat memberikan kepatuhan terhadap kewajiban pajaknya. 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan Wajib Pajak, 

kualitas memberikan suatu dorongan kepada Wajib Pajak untuk menjalin suatu 
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hubungan yang dinamis dengan Kantor Pelayanan Pajak (Boediono, 2003). Dalam 

jangka waktu yang panjang hubungan atau ikatan ini memungkinkan KPP untuk 

memahami dengan seksama harapan Wajib Pajak serta kebutuhan mereka. 

Dengan demikian KPP dapat meningkatkan kepuasaan Wajib Pajak dimana KPP 

memaksimalkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimalkan 

pengalaman Wajib Pajak yang kurang menyenangkan. Pada akhirnya kepuasan 

Wajib Pajak dapat menciptakan kesetiaan dan loyalitas wajib pajak kepada KPP. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Sandi, 2010). 

Tugas jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh Account Representative berdasarkan 

PMK nomor 79/PMK.01/2015. Konsultasi itu sendiri merupakan proses 

pemberian bantuan dalam upaya mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh orang/organisasi tertentu (Marsudi, 2003). Seorang Account Representative 

memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak guna membantu Wajib Pajak dalam 

menghadapi persoalan pajaknya. Account representative juga memberikan 

konsultasi mengenai ketentuan pajak yang berlaku guna memudahkan Wajib 

Pajak dalam memahami kewajiban pajaknya, memberikan sosialisasi mengenai 

pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak, 

memberikan sosialisai mengenai Undang-Undang pajak yang baru, serta 

memberikan informasi atau konsultasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak secara 

baik, jujur dan transparan (Latifah, 2008). Dengan serangkaian jasa konsultasi 

yang dilakukan Account Representative tersebut, maka Wajib Pajak akan dengan 

mudah mengetahui berbagai peraturan perpajakan dengan baik sehingga Wajib 

Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sukmawati, 

2015). 

Account representative memberikan pengawasan kepada wajib pajak terhadap 

kewajiban pajaknya, pengawasan yang diberikan belum dapat mengawasi dan 

mengingatkan wajib pajak tentang pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak, 

seorang account representative harus memahami kondisi wajib pajak dan 

menemukan jalan keluar yang terbaik bagi wajib pajak sehingga memberikan 

kepuasan dan kenyamanan bagi wajib pajak, hal ini akan berakibat pada 



79 
 

kepatuhan seorang wajib pajak tersebut untuk membayarkan kewajibannya yaitu 

membayar pajak. 

Berdasarkan PMK nomor 184/PMK.03/2015 seorang fiscus melakukan 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti 

yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Jadi semakin naik tingkat pemeriksaan pajak maka tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan 

pemeriksaan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh 

karena itu dengan dilaksanakannya pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak juga mampu menaikkan angka 

kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian (Rizkilina & Pratomo, 2015) yang menyatakan bahwa 

pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Pemberian sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya terdapat dua macam yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Diharapkan dengan pemberian sanksi perpajakan 

tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya. 

 


